BUPATIBANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PENYALURAN DANA BERGULIR
PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN
MODAL USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan dan pengembangan
pembangunan perekonomian daerah dalam pengentasan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, perlu dilakukan
pengembangan usaha kecil dan koperasi melalui pinjaman modal;

b. bahwa untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan
koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah
Daerah perlu melakukan penyaluran dana bergulir Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pinjaman modal
untuk Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi di Kabupaten
Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi
Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah
dan Koperasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan
dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3743);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan

BUPATI BANGKA TENGAH



Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYALURAN DANA
BERGULIR PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN
MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH
DAN KOPERASI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

4. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri
atau oleh pihak lain termasuk kekayaan yang dipisahkan untuk
penyaluran dana bergulir.

5. Penyaluran Dana Bergulir adalah rangkaian kegiatan perkuatan
permodalan dalam bentuk dana bergulir dari Pemerintah Daerah
kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam
rangka pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

6. Dana Bergulir adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan dalam
bentuk pinjaman kepada usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan
permodalan dalam berbagai usaha produktif, dan selanjutnya
digulirkan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan
koperasi lainnya.

7. Bank Pelaksana adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka
Belitung yang melakukan penyaluran dana bergulir dan
pembinaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
penerima dana bergulir.

Pasal 2
(1) Dana Bergulir disalurkan kepada usaha mikro, kecil, menengah
dan koperasi merupakan pinjaman dan disalurkan sebagai

hutang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

(2) Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha
mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui Bank Pelaksana.



(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 3

Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2011 sebesar
Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Penyaluran dana bergulir dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun Anggaran 2011 melalui Pos Pembiayaan Penyertaan
Modal dengan rincian objek invetasi non permanen.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengabh.

Diundangkan di Koba

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDIROSMAN

pada tanggal 29 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 152



